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Ringkasan

Artikel Moh. Mahfud MD, ketika itu Direktur Pascasarjana UlI Yogyakarta,
tentang gagasan Siswono Yudohusodo agar masa jabatan presiden sesudah
Pak Harto dibatasi dua periode. Mahfud menguraikan kontroversi tafsir
Pasal 7 UUD 1945 dan penjelasannya yang "telah jelas", lalu menegaskan
dari sudut konstitusionalisme bahwa pembatasan kekuasaan baik lingkup
maupun waktunya niscaya diperlukan, apalagi dengan budaya paternalistik
dan ewuh pakewuh. Namun secara realistis ia meramalkan gagasan itu tidak
akan sampai ke SU-MPR 1998 karena tidak sesuai dengan pandangan politik
Pak Harto, sementara penghidupan kembali Tap MPR No. VI/1988 akan
berhasil karena dilontarkan Pak Harto sendiri.
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dibatasi dua periode saja, selain tidak disalahkan
Oleh penafsiran atas pasal konstitusi, juga didasar-
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untuk dipilih lebih dari dua periode dapat diguna-
kan. ltulah sebabriya pasal 7 UUD 1945 dibunyikan
seperti itu. Tetapi sebenamnya pertimbangan yang
mungkin arif itu tidak dikonfirmasikan dengan wa-
tak kekuasaan serta budaya paternalistik dan ewuh
pakewuh yang hidup di Indonesia. .

Lord Anton mengatakan bahwa watak kekuasa-
an itu sangat potensial untuk korup, sehingga keku-
asaan itu akan cenderung selalu mempertahankan
kekuasaan untuk diri dan kelompoknya dengan
berbagai cara sehingga adanya pembatasan secara
konstitusional menjadi niscaya diperlukan. Dalam
pada itu, jika tidak dibatasi akan semakin besar ten-
densi korupnya. e
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Kepada seorang rekan wartawan sa pernah

masa jabatan Presiden ini akan berbalik 180 derajat

dengan nasib tentang kemba-

li Tap MPR No. V1/1988 (tentang pelimpahan tugas

dan wewenang khusu kepada Presiden).

penghidupan kembali Tap MPR V1/1988 akan terus
bergulir dan akan benar-benar menjadi Tap MPR,
sebab gagasan itu dilontarkan oleh Pak Harto. Se-
dangkan gagasan pembatasan masa jabatan Presi-
den untuk dua periode tidak akan menjadi Tap
MPR sebab gagasan itu tidak sesuai denan pan-
dangan politik Pak Harto.
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